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RINGKASAN

Sistem pewarisan di Indonesia bersifat pluralisme berdasarkan Hukum
Perdata Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam. Pembagian penyelesaian hukum
waris terdapat beberapa golongan, salah satunya dalam penulisan ini menganut
Hukum Perdata Barat. Pewaris yang telah meninggal dunia dan meninggalkan
harta maka seluruh hak dan kewajiban akan beralih kepada ahli waris. Pewarisan
ini akan berlangsung dan harta peninggalan juga terbuka karena adanya kematian.
Hal ini diatur dalam Pasal 833 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peralihan hak keperdataan dari pewaris terhadap ahli waris dalam
perbuatan hukum pewaris maupun ahli warisnya harus cakap dalam bertindak
secara hukum. Seseorang dikatakan cakap bertindak secara hukum yang telah
dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh peraturan perundang-
undangan. Ahli waris yang tidak cakap maka segala perbuatan yang dilakukan
dapat dinyatakan batal. Pembagian harta waris yang ahli warisnya tidak cakap
dibutuhkan adanya wakil maka keluarga mengajukan permohonan penetapan ke
Pengadilan Negeri untuk meminta penetapan pengampuan tersebut. Pengampuan
diatur dalam Pasal 433-462 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengampuan (curatele) ialah keadaan seseorang yang dianggap tidak cakap
dan tidak mampu dalam pengurusan segala tindakan secara hukum, karena
ketidakcakapan maka untuk menjamin dan melindungi haknya diperkenankan
seseorang untuk dapat mewakili orang yang berada dalam pengampuan. Curandus
yang dinyatakan telah sembuh juga tetap mengajukan permohonan penetapan
untuk dirinya. Pengampuan berakhir apabila sebab yang mengakibatkan tersebut
hilang.

Pengampu (curator) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri
bertanggung jawab penuh atas perbuatan hukum dari curandus bahkan dalam
pembagian harta waris tersebut. Tanggung jawab pengampu sering
disalahgunakan apalagi menyangkut harta yang harusnya digunakan untuk

kebutuhan ataupun pengobatan curandus tetapi digunakan untuk kebutuhan
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dirinya sendiri. Terjadinya perkara penyalahgunaan pengampu terhadap curandus
mengakibatkan penyelewengan tugas dan wewenangnya dengan melihat Pasal
1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dari uraian tersebut muncul
permasalahan yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini antara lain:
1. Apa kewenangan pengampu terhadap harta waris curandus?
2. Apa tanggung gugat pengampu dalam pengurusan harta waris curandus?
Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis
menguraikan bahwa pihak yang berhak mengajukan pengampuan berdasarkan
Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu keluarga sedarah atau
semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat keempat.
Pengampu yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri maka harus melaporkan
ke pihak Balai Harta Peninggalan selaku pengampu pengawas kemudian
diberitahukan ke Berita Negara dan Media Massa. Peran pengampu sebagai
pengurus, bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang curandus mulai dari
dirinya sampai hartanya. Pasal 449 jo Pasal 441 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata mengatur mengenai tugas dan kewajiban pengampu, yaitu melindungi,
mengurus dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap harta kekayaan pihak
yang diampunya serta pengampu bertugas dalam pengurusan kepentingan yang
menyangkut curandus (Pasal 1453 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
Tanggung gugat merupakan tanggung jawab keperdataan yang lahir karena
adanya wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Penyalahgunaan dan
kelalaian wewenang pengampu dalam melindungi dan mengurus kepentingan
curandus menimbulkan gugatan terhadap permasalahan tersebut. Kerugian
curandus merupakan tanggung jawab pengampu berdasarkan Pasal 1366 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Kelalaian tugas pengampu dapat dikatakan
sebagai perbuatan melawan hukum, pengampu berkewajiban mengganti kerugian
kepada pihak yang telah dirugikan akibat perbuatannya berupa kerugian materiil

maupun immateriil.
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ABSTRAK

Pewarisan dan harta peninggalan terbuka secara langsung saat seseorang
meninggal dunia. Semua hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia akan
dialihkan kepada ahli warisnya. Ahli waris yang tidak cakap, tidak cakap pula
dalam bertindak secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan dapat
dinyatakan batal.

Ahli waris yang tidak cakap dapat diajukan permohonan pengampuan ke
Pengadilan Negeri. Dalam Penetapan Pengampuan mengenai pembagian waris
dan pengurusan harta yang menjadi hak curandus merupakan tanggung jawab
pengampunya. Pengampuan berakhir bila sebab yang mengakibatkan tersebut
hilang. Penyalahgunaan tanggung jawab pengampu terhadap harta waris tersebut
seringkali menimbulkan penyalahgunaan.

Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pengampu terhadap
harta waris curandus dan menganalisis tanggung gugat pengampu dalam
pengurusan harta waris curandus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan,
Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Adapun sumber bahan hukum
yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil kesimpulan dalam penelitian tesis ini bahwa kewenangan pengampu
dibatasi oleh undang-undang. Pengampu memiliki tugas dan wewenang untuk
melindungi, mengurus dan bertanggung jawab terhadap harta kekayaan pihak
curandus. Pengampu harusnya melaporkan penetapan pengampuan yang telah
disahkan oleh Pengadilan Negeri ke pihak Balai Harta Peninggalan selaku
pengampu pengawas untuk bersama-sama melindungi kepentingan curandus.
Tanggung gugat merupakan tanggung jawab keperdataan yang lahir karena
adanya wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Penyalahgunaan pengampu
yang menjual harta curandus untuk kepentingannya sendiri bukan untuk
kepentingan curandus akan merugikan curandus ataupun keluarganya. Kelalaian
inilah mengakibatkan pengampu dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan
hukum dan pengampu berkewajiban menganti kerugian yang diperbuatnya.
Kerugian tersebut bisa kerugan secara materiil dan kerugian immateriil.

Kata Kunci: Pengampu, Harta Waris, Tanggung Gugat
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ABSTRACT

Inheritance and heritage are opened when someone passed away. All rights and
obligations of people who passed away will be transferred to his/her heirs. Heirs
that are incapable to represent all rights and obligations couple with act legally of
people who passed away therefore all actions that are conducted by the heirs can
be cancelled or voided.

Incompetent heirs because of various issues (curatele) can be replaced by the
other beneficiaries by proposing to the district court. Determination of curator for
incompetent heirs (curatele) related to the distribution and management of assets
holds by the curator. Enforcement of curator is expired when the incapable heirs
(curatele) is determined capable in representing all obligation and rights of people
who passed away. Infringement of this issue can be regarded as violation acts of
law.

This study aims to analyze the accountability of the Orphan’s Chamber in
monitoring inheritance. This study uses normative legal research methods using
the Statute Approach, Conceptual Approach and Case Approach. The sources of
legal materials used are primary legal material and secondary legal material.

The present study concludes that the authority of guardian is limited by the
regulations. Curator holds task and authority to protect, manage and responsible
toward inheritance of the incompetent heirs (curatele). The guardian shall report
the authorization of guard by the district court to Orphan Chamber in which this
chamber acts as supervisor of the guardian in protecting the rights and obligations
of the incompetent heirs (curatele).

Liability is a civil responsibility that occurs because of default and illegal actions.
Misuse of curator authority in selling property of incompetent heirs (curatele) for
private reason of the curator will harm the incompetent heirs (curatele) or family.
This negligence of curator can be regarded as unlawful act in which the curator
obliged to replace all loses that have been made. These loses can be in form of
material and immaterial.

Keywords: Curator, Inheritance, Liability.
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4.1.

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Permohonan pengampuan diajukan ke Pengadilan Negeri setelah terbitnya
penetapan pengampuan tersebut maka pengampu melaporkan ke pihak
Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu pengawas dan mengumumbkan
penetapan ke Berita Negara dan Media Massa. Pengampu yang ditunjuk
dalam penetapan tersebut berhak dan berkewajiban terhadap segala
perbuatan curandus. Orang yang berhak mengajukan pengampuan, yaitu
keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas dan ke bawah atau
orang yang ditunjuk oleh Hakim. Tugas dan wewenang pengampu tidaklah
sangat mudah karena itu sebagai pengampu harus memiliki rasa tanggung
jawab serta adanya kejujuran dalam melaksanakan pengurusan kepentingan
harta curandus, melindungi harta curandus bahkan kepentingan tindakan
yang diperlukan oleh curandus tersebut. Hak dan kewajiban pengampu
dalam melindungi seluruh harta curandus.

Terjadinya kelalaian pengampu dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya mengakibatkan tanggung gugat terhadap perbuatannya
sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap pihak curandus itu sendiri
ataupun keluarga curandus. Kelalaian dan tidak terpenuhinya prestasi yang
dilakukan pengampu ini dapat diajukan ganti rugi, begitupun akibat
pengampu menyalahgunakan tugas dan wewenang untuk melindungi

curandus maka dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum.
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4.2.

Saran

Pengampu wajib memberitahukan kepada pihak Balai Harta Peninggalan
mengenai penetapan tersebut agar lebih mendapat pengawasan serta
membantu mengelola dan melindungi harta dari curandus tersebut.
Kewajiban Balai Harta Peninggalan setelah pengampu disumpah maka
harusnya ikut serta terhadap segala harta dari curandus serta adanya
perubahan peraturan perundang-undangan untuk Balai Harta Peninggalan.
Kelalaian terhadap perbuatan yang dilakukan dalam tugas dan wewenang
seorang pengampu dapat berupa adanya suatu wanprestasi ataupun
perbuatan melawan hukum maka akan diberikan sanksi jika itu merugikan

curandus ataupun pihak lainnya.
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